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: Pembahasan RUU PPRT, BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan menjadi syarat hubungan kerja
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DPR Rl tengah menggodog Rancang-
an Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Salah satu poinnya, pekeria rumah
tangga (PRT) akan mendapatkan
perlindungan sosial melalui BPJS Ke-
tenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Ketua Badan Legislasi DPR. Bob
Hasan. mengatakan kepesertaan
BRJS akan menjadi syarat daiam
hubungan kerja antara pekerja rumah
tangga dan pemberi kerja agar mereka
mendapat perlindungan yang layak.
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan sudah menjadi syarat
dalam pasal Rancangan Undang

Pembahasan RUU PPRT

BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
Menjadi Syarat Hubungan Kerja

Undang PPRT. Dan itu sudah kita
undang Kemnaker, dari BFJS juga
kita undang dan itu jadi syarat utama
bagi perikatan antara pekeria dan
pemberi kerja itu syarat utama,” ung-
kap Bob Hasan dalam Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR
RI di Ruang Rapat Baleg. Gedung
Nusantara | DPR RI. Senayan. Ja-
karta, Kamis {6/3/2026)

Anggota DPR. Riske Diah Pitaloka.
menambahkan bahwa pekerja rumah

tangga yang sudah terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan selama satu tahun
berpeluang mendapatkan manfaat
tambahan, seperti akses program

kredil perumahan.

“Kelika pekerja rumah tangga su-
dah satu tahun masuk dalam skema
BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka
bisa mendapatkan manfaat tambahan
termasuk peluang mengakses kredit
perumahan. Ini menjadi mimpi besar
bagi banyak pekerja rumah tangga di
Indonesia,” tuturmya.

DPR menargetkan pembahasan
RUU PPRT selesal dan dapat disahkan
menjadi undang undang pada tahun
2026

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU
Pelindungan Pekeria Rumah Tangga
(PPRT), Martin Manurung, mensgaskan

pembahasan RUU PPRT telah menun-
jukkan kemajuan signifikan, khusus-
nya dalam perumusan jaminan sosial
bagi PRT dan mekanisme penyelesaian
sengketa di luar pengadilan

‘Panja sudah bekerja. Posisi terakhir
itu kita memformulasikan soal jami-
nan sosial bagi PRT dan mekanisme
penyelesaian ketika terjad sengketa.”
ujar Martin seusal RDPU Badan Le-
gistasi DPR Rl dengan sejumiah tokoh
masyarakal, di Komnpleks Parlemen
Jakarta, Kamis (5/3/2026)

Bagaimana respons Koordinator

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja
Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Ang-

graini terhadap usulan tersebut? la
mengapresiasi tekad dan dukungan
dari berbagai fraksi dalam menyele-
saikan dan mengesahkan RUU PPRT.
“Kita sudah menunggu darni 22 tahun
agar rancangan ini disahkan,” katanya

Terkait dengan adanya syarat BPJS
dalam rekrutmen pekena rumah tang-
“Ha-
rusnya itu sudah menjadi kewajiban
Penenntah,” ujar dia

Untuk mengetahui lebih

ga. Lita mendorong sejak lama.

jauh

bagaimana reapons dan tanggapan
Martin Manurung dan Lita Anggara
terkait RUU PPRT. berikut wawan-

caranya.

ini

MARTIN MANURUNG
Ketua Panja RUU PPRT

Prioritas Jaminan Sosial

& Penyelesalan Sengketa
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Kami juga sedang
merumuskan

agar penyelesaian

sengketa dilakukan

terlebih dahulu di

luar pengadilan.

Akan ada lembaga

yang berperan

sebagai mediator

p untuk membantu
para pihak mencapai
kesepakatan.

LITA ANGGRAINI
Koordinator JALA PRT

2% PRT Tak Miliki

aminan Kesehatan
¢6

Berdasarkan data 7 ¢
kami, sekitar 63 P ~tng, ] =
persen pekerja bios o
rumah tangga ;
tidak mendapatkan
Tunjangan Hari
Raya (THR). Bahkan
ada yang tidak | i
diperbolehkan
pulang ke kampung
halaman saat
Lebaran. s

APAKAN RUU PPRT benar-
n setelah ter-

penyelosatan senghotadiabokn el Kotign, ket pidu
o sl m.mm.ml...,,lmw

Lebaran
terja

bagaimana kondi

yang

s sl yang suckah dia Berdasarkan data kami, sckitar 63
dah bekerja et UL KE i erja rumah tangga tidak
osisi lerakhin, kami PICS. dan K UE [P idak dirs dapathan Tutjangan Hari Raya
rnulasikan soal jar wrjack e QIR Halikar eidak diper
Sineral gt pokeria runvah I3nERS bolehikan pu
(PRD) serta ek velesaian ana dengan le I PPRT. Paula primsipmy Sk Lk e
wta jika eradi perselisihan. PRT yang sclama n keschalas da i anyah ks da

yay:
Ayl kesepuia
tickak Fagi

pi s bo s

ketenagakeria
Jawab ne
i)

Dehimm somenuh,

Y, mla cuk
chadriya ad

Anda juga sempat menying-
soal upah di bawah UMR
u perbudakan modern. Bisa

nyambut baik

Portasma, vak pukerja rumah
Tebih ol T lak- ek

crhca Padaial sabaglin basas upah fmer: nenyambut b tangga mencrima upah i bawah
chitegskan schingga inan j cha berada di bawah UMR sellap redoons posiif ari fraksi R karena tidak ada standar upab
i fda prbislins adali ada Karena itu negara harus hadir  fraksi di DPR yang m imurn hhuses bagi P
kesepakatan. Kami j & sasial lununLdll dan T
mmzmd.. dari se pibak agar saluh sat minan ke ch nantara prke

iy Sl
kels, peract RT .m n\ diperhuat sehatas bag p ket
Fuaka: wasan da

Iedion: i Linghat |ngloangan

e Fuimah lanpia,

JPPRT ini segera siendapathan
uh disabkan sl
mRER

antara PRT dan pemberi ki
Kami scdang merumuskan

undamg-undar Bagaimana respons fraksi

aksi


http://www.tcpdf.org

